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ABSTRACT

This research aims to examine correlation between implementation level
of accrual basic accounting and accountability, transparency, and accounting
information quality on local government's financial reporting in Central Java
Province. This research use PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual to measure implementation of accrual basic

accounting, accountability, transparency, and accounting information quality.

Population of this research are auditors who work in Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah within
2014 and 2015. Purposive sampling method is used to determined research's
sample. The data is obtained by examining 27 auditor's perception about accrual
basic accounting implementation. It was primary data which is taken by

questionnaire method. SPSS 21 for Mac was used in this research.

The result of this research indicates that there is significance correlation
between implementation level of accrual basic accounting and accountability,
transparency, and accounting information quality on local government's financial
reporting in Central Java Province. Furthermore, Pearson's correlation
coefficient that generated from the data analysis indicates that there is strong

correlation among those variables.

Keywords : Accrual basic accounting implementation, accountability,
transparency, accounting information quality, financial reporting, local

government, Central Java Province
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara tingkat
impelementasi akuntansi berbasis akrual terhadap akuntabilitas, transparansi, dan
kualitas informasi akuntansi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di
wilayah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan PP No. 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual untuk
pengukuran implementasi akuntansi berbasis akrual, akuntabilitas, transparansi,

serta kualitas informasi akuntansi pelaporan keuangan.

Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor pemerintahan yang bekerja
di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2014 dan 2015. Dengan
menggunakan metode purposive sampling, sampel penelitian dipilih sebanyak 27
orang auditor. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh
melalui kuesioner penelitian yang dikembangkan secara mandiri oleh peneliti
berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. Alat analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah SPSS 21 for Mac.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang
signifikan antara variabel tingkat implementasi akuntansi berbasis akrual dengan
variabel akuntabilitas, transparansi, serta kualitas informasi akuntansi pelaporan
keuangan pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu,
nilai koefisien korelasi Pearson yang dihasilkan menunjukkan hubungan antar

variabel-variabel tersebut tergolong dalam kategori hubungan/korelasi yang kuat.

Kata Kunci : Implementasi akuntansi berbasis akrual, akuntabilitas, transparansi,
kualitas informasi akuntansi, pelaporan keuangan, pemerintah daerah, Provinsi

Jawa Tengah
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BAB1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara mengalami perubahan yang signifikan
seiring dengan adanya reformasi di bidang akuntansi pemerintahan secara
berkelanjutan dari waktu ke waktu. Reformasi di bidang akuntansi pemerintahan
meliputi adanya perubahan kelembagaan, organisasi, serta manajerial dalam
rangka memenuhi kebutuhan informasi akuntansi yang semakin meningkat.
Sistem manajemen organisasi sektor publik yang semula terkesan kaku dan
hierarkis bertransformasi menjadi bentuk yang lebih fleksibel dan lebih mampu
memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan (Mardiasmo, 2002). Proses
transformasi tersebut mengarah pada terciptanya suatu konsep manajemen sektor
publik baru yang dikenal sebagai konsep New Public Management (NPM). Faktor
penting yang menjadi kunci dalam reformasi di bidang akuntansi pemerintahan
adalah dengan adanya pengembangan sistem akuntansi pemerintahan yang
berlaku di negara tersebut secara berkelanjutan.

Konsep NPM lahir dari berbagai kritik yang dilontarkan terhadap proses
birokrasi yang kurang baik pada konsep Old Public Administration (OPA). Dua
ilmuwan asal Amerika yang melontarkan kritik terhadap konsep OPA diantaranya
adalah David Osborne dan Ted Gaebler. Mereka menyarankan suatu sistem baru
yang diyakini dapat memperbaiki kelemahan pada konsep OPA, yakni konsep
New Public Management (NPM). NPM berakar dari sebuah paradigma yang

beranggapan bahwa aktivitas bisnis komersial dan manajemen pada organisasi



sektor swasta lebih baik dibandingkan dengan aktivitas pelayanan dan manajemen
pada organisasi sektor publik. Konsep NPM berfokus pada manajemen sektor
publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan
(Mardiasmo, 2002)

Perubahan dalam sistem manajemen organisasi sektor publik diikuti
dengan adanya perubahan pada sistem akuntansi pemerintahan. Perubahan sistem
akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual perlu
dilakukan karena sistem akuntansi berbasis kas dianggap kurang relevan dalam
menyajikan informasi keuangan yang akurat dan andal. Penerapan sistem
akuntansi berbasis akrual pada organisasi sektor publik dianggap sebagai solusi
terbaik untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada sistem akuntansi berbasis
kas. Penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen
keuangan sektor publik yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih
transparan dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Dalam pelaporan keuangan dengan menggunakan basis akuntansi akrual,
pengguna laporan keuangan dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah
dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan
kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang
sebenaranya. Akuntansi berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk
mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan
mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.

Di Indonesia, reformasi pengelolaan keuangan negara dimulai pada saat

diterbitkannya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu UU No. 17



Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan munculnya ketiga
undang-undang tersebut, tuntutan terhadap pemerintah untuk mewujudkan
keuangan negara yang akuntabel, transparan dan memiliki kualitas pelaporan yang
baik semakin meningkat. UU No. 17 tahun 2003 mewajibkan penerapan akuntansi
berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah. Dalam pasal 36 ayat (1) undang-undang tersebut, disebutkan
bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual harus
diterapkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun sejak
diterbitkannya undang-undang tersebut.

Dalam rangka melaksanakan amanat yang tertuang dalam UU No. 17
Tahun 2003, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan. Namun
pada kenyataannya, hingga batas waktu yang ditetapkan, pemerintah belum
berhasil menerapkan sistem akuntansi akrual secara menyeluruh. Sebagai bentuk
respon atas hal tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mengganti PP No. 24
Tahun 2005. PP No. 71 Tahun 2010 mensyaratkan penerapan akuntansi berbasis
akrual secara menyeluruh maksimal dalam jangka waktu lima tahun sejak
Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan, yaitu pada tahun 2015. Selama periode
transisi tersebut, pemerintah pusat maupun daerah diperkenankan menggunakan

basis akuntansi kas menuju akrual (cash toward accrual).



Seiring dengan perkembangan waktu, tuntutan terhadap organisasi sektor
publik untuk dapat menyelenggarakan good governance yang tercermin dalam
pelaporan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel mendorong
organisasi sektor publik untuk menerapkan basis akuntansi yang lebih baik, yaitu
basis akuntansi akrual penuh. Di Indonesia, sejak diberlakukannya PP No. 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), organisasi sektor
publik didorong untuk beralih dari yang semula menggunakan basis kas menuju
akrual (cash toward accrual) menjadi basis akrual penuh. Perubahan basis
akuntansi dari kas menuju akrual menjadi akrual penuh membawa dampak
terhadap perubahan tahapan pencatatan serta jenis laporan keuangan yang
dihasilkan oleh pemerintah.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh [International Federation of
Accountants (IFAC) Public Sector Committee (2002) diperoleh informasi bahwa
pelaporan keuangan dengan menggunakan basis akuntansi akrual bermanfaat
dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan
pencapaian tujuan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Christiaens
(2001), Carlien dan Guthrie (2003), serta Hodges dan Mellet (2003) yang
menemukan bahwa implementasi dari sistem akuntansi berbasis akrual seringkali
disertai dengan sejumlah kelemahan dan timbulnya masalah yang menghambat
tingkat adopsi.

Menurut Christiaens dan Rommel (dalam Agus Hariyanto, 2012)
disebutkan bahwa basis akrual hanya tepat digunakan dalam instansi

pemerintahan yang memiliki sifat usaha komersil. Menurut mereka basis akrual



tidak akan sukses diterapkan pada instansi pemerintahan yang murni menjalankan
fungsi pelayanan publik. Penyusunan anggaran berbasis akrual dapat berpotensi
menimbulkan masalah pada saat menerapkan kerangka akuntansi berbasis akrual
yang berlaku di entitas komersil ke dalam entitas pemerintahan. Selain itu,
dimensi politik yang kental dalam aktivitas instansi pemerintahan juga dinilai
tidak sejalan dengan kerangka akuntansi berbasis akrual.

Dalam artikelnya, Agus Hariyanto (2012) menyebutkan bahwa Plummer,
Hutchison, dan Patton (2007) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel
sebanyak 530 sekolah di distrik Texas. Mereka menemukan bukti bahwa
informasi yang disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual tidak
lebih informatif dibandingkan informasi yang disajikan dengan menggunakan
akuntansi berbasis kas. Studi lain yang dilakukan oleh Vinnari dan Nas (2008)
menunjukan adanya potensi manajemen laba pada instansi pemerintahan ketika
pelaporannya menggunakan basis akrual penuh.

Penelitian tentang akuntansi berbasis akrual masih belum banyak
dilakukan, terutama yang berfokus pada kajian mengenai hubungan antara
implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap terciptanya akuntabilitas,
transparansi, serta kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah di
Indonesia dalam rangka mewujudkan good governance. Oleh karena itu perlu
dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji topik yang berkaitan dengan
implementasi akuntansi berbasis akrual tersebut. Hal ini dilakukan sejalan dengan
amanat undang-undang yang mensyaratkan agar pemerintah segera menerapkan

standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.



Di Indonesia, berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan penulis
melalui wawancara informal terhadap pegawai di lingkungan kantor Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa
hingga saat ini untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, dari 35 Pemerintah Daerah;
yang terdiri dari 6 Pemerintah Kota dan 29 Pemerintah Kabupaten; hanya
Pemerintah Kota Semarang yang telah menerapkan basis akrual secara
menyeluruh dalam menyajikan laporan keuangannya sejak tahun anggaran 2013.
Untuk tahun anggaran 2014 hanya terdapat 4 Pemerintah Daerah yang sudah
menerapkan akuntansi berbasis akrual, yaitu Pemerintah Kota Semarang,
Pemerintah Kabupaten Banyumas, Pemerintah Kabupaten Jepara, dan Pemerintah
Kabupaten Temanggung, sedangkan untuk Pemerintah Kota dan Pemerintah
Kabupaten lainnya masih belum menerapkan basis akrual dalam pelaporan
keuangannya hingga tahun 2014.

Pada akhirnya, seluruh instansi pemerintahan baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah, harus menerapkan basis akrual dalam menyajikan
seluruh elemen laporan keuangannya paling lambat untuk tahun anggaran 2015.
Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam PP 71 Tahun 2010, dimana
batas akhir Pemerintah Daerah sudah harus menerapkan basis akrual adalah 5
tahun sejak Peraturan Pemerintah tersebut diberlakukan. Implementasi sistem
akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan merupakan salah satu
langkah yang harus ditempuh pemerintah dalam rangka perwujudan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Implementasi akuntansi berbasis

akrual diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas



informasi akuntansi pelaporan keuangan negara. Berdasarkan latar belakang

tersebut, penulis ingin menguji sejauh mana hubungan antara tingkat

implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap akuntabilitas, transparansi, dan
kualitas informasi pelaporan keuangan. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul

“Analisis Hubungan Tingkat Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual

Terhadap Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Informasi Akuntansi

Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa

Tengah .

1.2. Rumusan Masalah

Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka
mewujudkan pelaporan keuangan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta
memiliki kualitas pelaporan yang baik. Namun sejauh ini masih banyak terdapat
pemerintah daerah yang belum menerapkan basis akrual dalam menyajikan
laporan keuangannya, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengingat

tenggat waktu penerapan basis akrual secara menyeluruh adalah pada tahun 2015.

Untuk dapat mendalami permasalahan tersebut maka disusunlah pertanyaan

penelitian sebagai berikut :

1. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat implementasi
akuntansi berbasis akrual dengan akuntabilitas pelaporan keuangan pada
Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah?

2. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat implementasi
akuntansi berbasis akrual dengan transparansi pelaporan keuangan pada

Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah?



3. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat implementasi
akuntansi berbasis akrual dengan kualitas informasi akuntansi pelaporan
keuangan pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan
sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat implementasi akuntansi berbasis
akrual dengan akuntabilitas pelaporan keuangan pada Pemerintah Daerah di
wilayah Provinsi Jawa Tengah.

2. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat implementasi akuntansi berbasis
akrual dengan transparansi pelaporan keuangan pada Pemerintah Daerah di
wilayah Provinsi Jawa Tengah.

3. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat implementasi akuntansi berbasis
akrual dengan kualitas informasi akuntansi pelaporan keuangan pada
Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan
bukti empiris atas keberhasilan organisasi sektor publik di Indonesia dalam
menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual, khususnya dampak positif yang
diberikan oleh implementasi akuntansi berbasis akrual bagi peningkatan
akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pelaporan keuangan. Selain itu, temuan

di lapangan terkait kendala dan tantangan yang dihadapi organisasi sektor publik



selama proses implementasi akuntansi berbasis akrual dapat menjadi
pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam memperbaiki model serta
meningkatkan kualitas sistem akuntansi pemerintahan untuk masa yang akan
datang sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu
pengetahuan, wawasan, serta pengalaman praktis dalam menerapkan teori yang
telah diperoleh selama berada di bangku perkuliahan khususnya yang berkaitan
dengan akuntansi di lingkungan organisasi sektor publik di Indonesia.

1.4. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang dibagi menjadi 5

bab yaitu :

BABI PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta
sistematika penulisan.

BAB I TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan teori yang digunakan
sebagai acuan dalam penelitian ini serta ringkasan penelitian
terdahulu yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini.
Dalam bagian ini disajikan juga kerangka pemikiran dan hipotesis
penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN



BAB IV

BABV

10

Dalam bab ini diuraikan mengenai variabel penelitian beserta
definisi operasionalnya, penentuan sampel penelitian, jenis dan
sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang
digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

HASIL DAN ANALISIS

Dalam bab ini disajikan hasil dan pembahasan yang menguraikan
deskripsi objek penelitian, analisis data, serta interpretasi hasil
pengolahan data penelitian.

PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai simpulan dari penelitian,
penjelasan mengenai keterbatasan dalam penelitian, serta saran

untuk penelitian selanjutnya.



